
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUsI PARKIR DITEPI 」ALAN UMUM

DENGAN RAEMAT TuttAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAl′

〔ぶ
Menimbang

Mengingat

r、 、

: a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Pemerintah NOm6r
20  Tahuli  1997  tentang  Retribu:ilali:I]391。

:::]|]:

pelaksanaan undang…undang Nomor l〔
Pajak  Daerah  dan Retribusi Daera
Parkir Kendaraan perlu disesua■ kanメ

b. bahwa  untuk  melaksanakan  penyesuaian   sebagaimana
dimaksud  huruf  a′   perlu  ditetapkan  dalam   suatu
Feraturan Daerah.

: ■. Undang― undang  R.1.  Nolnor  27  Ta:i:織

al::i3(Liil:]:I

penetapan  undang… undallg NomOr 3 T
Pembentukan Daerah Tingkat II di K
Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9  sebagai
Undang一undang)′

2. undang― undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang  PokOk_
pokok  Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara  Tahun
1974 Nomor 38′  Tambahan Lenbaran Negara NOmor 3037)メ

3. Undang一 undang  RoIo Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab
undang… undang  Hukum Acara Pidana  (KUHAP) (Lembaran
Negara  Tahun 1981 NomOr 76 Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 3209)′

4. Undang― undang R.Io NomOr 13 Tahun 1980 tentang  Jalan
(LemOaran  Negara  Tahun  198o  Nomor  83′    TambahanLembaran Negara NomOr 3■ 86),

5: Undang_undang  RoIo Nomor ■4 Tahun 1992 tentang  Lalu
Lintas dan Angkutan 」alan′

6. Undang― undang R.I. NomOr ■8 Tahun ■997 tentang  Pajak
Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Tahun
1997 Nomor 41′  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)′

7. peraturan pemerintah RoIo Nomor 5 Tahun 1975  tentang
pertanggung 」awaban dan Pengawasan Keuangan Daerahメ



8. Pelratllra1l Pemeriiltah R.I. NOmOr 27 Tahun 1983 tentan。
pelak‐ sanaan  xitab undang― undang Hukum  Acara  Pidana
(Lettbiran  liegara  Tahun 1983  Nomor  36′    TambahanLembararl Negara Nomor 3258)F

9・
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10. Peraturan Pemerintah R.I: 
〕:T:I: 3 Tahun 1993 tentangPrasarana dan t」 alu Linta`

11・

 :::]:li:::1:iI::ii:]litti::aI°
R:3ar: I:lせ1 1:;;7 el:最:I

gara Nomor 3692),

12. まeputusan  Menteri Dalam Negeri NomOr 34  Tahun  1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan  Daerah
Pel‐ uballan:

13. Keputusa■  Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun  1993
tentang Fa_t-1litas Parkir untuk umum,

14. Keplltusan  MenterJ_Dalam Negeri Nomor 171 Tahun  1997
tentang Proseα ur pengesahil Peraturan Daerah  tentang
r~ajak dan l〈 etr■ blls■  Daera

15. KeputtlsOll  Menteri Dalarl Negeri Nomor 174 Tahun  1997
tentang   Ped(Dman  Tata  cara  pemungutan   Retribusi
Daeran,

16. Ke Pl項 tllsan  lィ enteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun  1997
tentang Tata cara Pemer■ ksaan Retr■ busi Daerah′
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Lり er10an

Dewan Perwakilan Rakyat D3erah

Me ne i- ripk i; ii

Persetuj uan

I(abupaten Daerah Tingl:at II Kutai

TINGKAT
UMUM.

II  KUTAI
: PE「 ATUFAN  ■AERAI  KABUPATEN  DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI 」ALAN

t3A5 1

I(E?E},1TUAN UMUI,f

Pasal i
Daiam F'ei:at.ui an Daerah ini yang tlimarcsuri dengran :

e. Da*r-ah aciaiah iiibupateri Daerah Tinqrkat rr Rutai;
b" :uT,"rirrtah Daeraii adaiah pemerrntah Kabupaten Daerah

E 1tr = 1 .
Tingkat II
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g.

Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat rr Kutai;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten DaerahTingkat II Kutai;

iias Daerah arialah Kas Pener-intair Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
Bendaharawan i(husus Pener1ma adalah Benciaharawan khusus penerima
parla Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai;
Tempat Parkir adalah jalarr-jaIan umum dalam Kabupaten Daefahtingkat II i(utai yang iliper,;ntukan sebagai tempat kendaraan umum;

Petugas adalah Pegawai yangr ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
mengratur penempat,an kendaraan yang diparkir;

i. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar
Femerintah Daerah oleh setiap oranq yang memakir kendarainparkir;

Kendaraan

Pej abat
Daerah;

kepada
diternpat

‘Ｊ
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adalah KenCaraan bermotor dan tidak bermotor;

yarlg dicurrji::< adalah Fejabai: diliirgkungan pemerintai:

n.

1 ' Baoan aclalah suatu l:en iuk Barlan ilsaha yang meliputi perserr)an
Terbat.as , Persercan I(cirrenc).iter, Persercan )-ainnya, Badal UsahaMilik NeEara at,au Daerah dengan narna dan bentuk apapun,prtrsei<utuan, f irma, kongs i ., koperasi , yayasan atau organisasi yur,g
-. - n ^-.: - :s'=len1s, 1emba,]a pensiun, bentuk usaha tetap serta bent.uk niAanusaha lainnya;

m. Surat Ketetapan Retribusj- Daerah yang selanjutnya di.siirgkat SKRDadalah Surat Keputusan yang ir,enentukan besarnya ju:ri1ah Retri.busiyang terutangr;

surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyadisitigkai. SKiit'XB alalah Surat Keputusan yang menent.ukan nesarnyajumlah Retribusi yang terutang jumlah trreAit Retribusi, jumfin
kekurangran pernbayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi adminiitrasidan jumlah yang masih harus dibayar;
Surat Ketetapan Retrii:usi Daerah Kurang bayar Tambaharr yangseianjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan vrnqmerrerrtukan l.airibahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
SuraL Tagihan Rertribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah Surat untuk melakuka,n tagihan Retribusi dan atau sanksi
aoministras i L,erupa rlan atau denda.

BAB  II

NAMA′  OBYEK DAN SUBYEK

Pasa1  2

Denqtan nama Retribusi di Tepi Jalan Urnum dipungut Retribusj- pemakaian
Parkir 11:- Tepi Jalan timum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal- 3

Obyek Retribusi adaiah setrap pelayanan Pemakaian Parkir di Tepi JaIan
Umum.

Pasal 4

Subyek Retrjbusj adalah oranq' pribaoi atau badan yallg mendapatkalpeiayanan Parkir di Tepi 'jalan Umum yang ditentukan oieh ?emerintai,
Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pernakaian Parkrr di Tepi Jalan Umum ternrasuk Golonoan
Retriblisi .ja.sa Umum,

BAB  III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 」ASA

Pasa1  6

Tingkat  penggtlltaan 」asa Parkir di Tepi Jalan t,mum diukur  berdasarkan
klasifjkasi jt■ lanノ  jeniS kerldaraan dan waktu penggunaan.

BAB  IV

PRINSIP PENETAPAN′  STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasa]_ 7

Pl'rrr-cjp penetaparr Tarif Retrrbusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah
untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir,
i-.iaya pengraturan pari<ir dan biaya pembiriaan.

Pasa1  8

Strukttir  besarnya Retribusi Pemakaian di Tepi 」alan  Umum  ditetapkan
sebaqa■  ber■ Kut i

(1) Kendaraan bermotor  i
a. Roda Empat keatas                     Rp. 500′ ―

b. Roda Empat′  Mini Bus′  Pick Up        Rp. 400′ ―

c. Roda Empat′  Station Wagon            Rp. 300′ ―

d. Roda Dua                             Rp. 200′ ―



\2) Kendaraan tidak bermotor :a. Becak dan sejenisnya Rp. ZOO._b. Sepeda dan Gerobak Dorong Rp. 100,_
(.? ) Retribusi berlaku untuk satu kali f arkir.

BAB  V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal

(1)

(2)

BA13  VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

lasa1  lo

Retribusi(lJ_pungut di lA・ ilayah Daerall.

BAB VI I
SANKSJ ANI4I]{IS?NASI

Pas a.r- 11

Dal-am hal waji.b Retribusr tidak membayar tepat waktunya ataumembayar, dikenakan sanksi arlministraii beri:pa bil;; sebesar z*persen ) setiap bulan cjar_r besarnya Retr.i-busi- yang-[iiutang yangatau kurang bayar dan <iitagih .-lengan menggunakan tagihan srRD.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yangdipersamakan;

Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal gPeraturan Daerah ini d.isetor ke fras Oieratr.

イη

ku■・ang
(dua

t ttdak

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

pasal lz
Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kaslain yang ditunjuk sesuai waktu ditentukan
SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;

Daerah atau ditempat
dengan rnengrgrunakan

(1)



(2\ Dalam ha1 pemhayaran dj-laku}'.an ditempat lain yang oituniuk, makahasil penerimaan Rerri.uuii- iia;;;h"'fi;;r;-a'i=6i;; [n^"*iii;"'DaLrahselambat-lambai-nya 1 r; 24 Jain aLau daiam waktu yang clitentukanoleh Kepala Daerah;

( 3 ) Apabila Pembayaran Reirii:usr dilakukan setelah rewat. waktu yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat. (ir, maka dike,akansanksi admini.strasi berupa bunga iei:esai 2?'(dua persen) den;anmenerbitkarr. STIID

(1) pembayaran Retribusi harus ciirakukan secara tunai_/r-unas;
(-2) Kepala Daerah al-r., Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izinkepacia Viajib Ret.ribusi uirtrik mengangrsur Retribusi ierutangi daiamlanqtka waktu 1-ertenti-t dengan utasan yang dapat dipertanggungjat'"abkar: 

'

( 3 ) Tata cara Pembayaran Retrrbusi sebagai-mana dimaksud pada ayat {z)ditetapkan oleh Kepaia Daerah.

i4) Kepala Daerah atau Pejairat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajibRetrib'ttsi- untuk menunda Pembayaran Retribuii sampii-b;a;; waktuyang djtentukan dengan alasan iu.rg dapat dipertangqrrrg jawabkan.

Pasal 13

Pasal 74

(1) Pembayaran Retrrbtrsi sebagaimana dimaksud clar_amdiberikan tanda bukti pembayiran;

( 2 ) setiap pembayaran ciicatat daiam buku penerlmaan;
( 3 ) Bentuk. i-si, kualitas, ukuran buku dan tanda buktiRerribus: ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 1 3

Pembayaran

BAB IX
TATA CARA PENAGII{AN RETRIEUSI

pasal 1S

Penge luaran surat reqruraniperingatan/surat rain yang sejenissebagai awai t.indakan pelairsanaan Penagihan Retribusi di_keluarkanseqera ,set.e1al: 7 (tu3uh) hari se jak jaIuh tempo p"n,biy".ur;
Dalam jangrka wakti.: ? (tujuh) hari setelah tanggiar suratTeguran/periii,;rai.an/ silr-at iain l,ang .sejenis WaSib R;aiii:,rsi harusmeiunasr Retr ibusiriya yang t.erutanqr;

surat" Teguran sebagrairnana dimaksud pada ayat (1) Dikeluarkan olehpe jabat- yang ditunjuk.

/1)

\/-t

(3)



Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untukRetribusi Daeran seLraga-imana dimaksud pasal i.0oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan Penagihan
ayat i1) ditetapkan

(1)

(2)

(3)

BAB  X

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasa1  17

Setiap  Orang pribadi atau badan hukum yang  memparkir  kendaraan
WaJib mene■lpatkaFInya pada tempat parkj_r yang telah ditentukanメ

Lokasi  telnpat― tempat parkir sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)
Pasal ini di.tentukan lebih l.Rnjut oleh Kepala Daerahメ

Penge101aan  Tenlpat  Parkir  di_  tempat  」alan  umun  sebagaimana
dimaksud  ayat  (1)Pasal ini dilakllkan oleh  Dinas  Lalu  Lintas
」alan (LLAJ);

penetapan lokasi tempat― tempat parkJ_r dengan memperhatikan :

a. Rencana Tata Rtlan9 wl.layah (RT/Rl,「
)メ

b. Keselanatan dan kelanca,an lingkungan,
c. Kebers■ han dan ke■ ndal・lan linα kllnganメ
d. Kemudahan bagi pengguna jasa,

(4)

Pasa 1

I I \, n^! r -t r.l uetlap oran!, pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraanberrnot.or Ciiempat-*tempaI par]:ir harus memenuhi semua tanCa-t-anda/petunjuk par:kir y'ang t-erpasang dan petujuk yang di-beri]<anoleh petutf,as parki::;

(2) Setiap kendaraan dilarang parkir cliiuar batas-batas tempat parki ryarg lel ah cii"t-ent.rrkan;

{ 3 ) seti ap oI:ang pi:ihari i. aiau badari hukum cli-larang menempa'ukan
kenclar:aan ditenrpat parkir sernbarangan sehingga aapat mengganqrgu,mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnyi yang aipaifliruntuk masuk tempat parkir: dan atau dapat- **ny"babkantertanggunEnya kelancarai-r arus 1ali_r lintas;

1.8



r d i) c[l- 19

Petugas _parkir sebagaimana dinaksud PaSa1 4 ayat (1)Peraturan  Daerah
ini berkewa」 iban untuk  :

(1) Memberikan pelavallan lllltuk masllk dan kelllarnya kendaraan di_tempat
parkir yang menjadi tanggungannyaF

(2) Menverahkan karcis parkir,

(3) Men」 aga keterj_ban dan menoatur kendaraan― kendaraan yang  diparkir
diternPat parkir yang men」 adi tanggungjawabnyaメ

∩

BAB XI

PEi'IG,\WASAN

Pasal 20

Kepala Daerah menunj,k pejabat Lertent* unt.rkterhadap pelaksanaan peraiuran Daerah ini.
melakukan pengawasan

BAB  XII

KETENTUAN PIDANA

PaSa1  21

Pelanggaran  terhadap ketenttlan… ketentuan dalam Peraturan  Daerah  in■
dapat  diancan  dengan pidana kur:1::1)Sil]TaI::F]:I:i6Telil:詈

lg・

bulanatau denda setinggi― tingginya 4 (

BAB }:Iii
PENYIDIKAN

ilasal 22

{ i ) Pei airat Pegawai I'iegeri sipll tertentu dilingkungan pemeri*tah
Daerah diberi rvewenang khusus sebagai Penyidi[ untuk melakukanpenyirlikan tinciall piciana clibidang Retribuii Daerah sebagaimanadimaksr:'l dal-am Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;



(2) wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniadalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan denqa tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;

b. Meneliti, mencari, dan menqumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran yang aitakut<an sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta keteranoan ian
badan sehubunqran oengan
Daerah;

d. l,feneri. l<sa
be rkenaan

e. l4elakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan - penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
l''leminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugraspenyidikan tindal< pidana dibiclang Retribusi baer:ah;

M';nyuruh beri:entr melarang seseorangi meninggarkan rirang atautempat pada saat pqrner-iksaan serlang ber:langsung rian memeriksardent j-tas orang cian atau ciokumen yang ciibawa sebagairnanad-lmaksud p;rda hr:::r.if e:

h. Memotret -ceseorang llang
Reir ibrrs i D,aerah :

berka r Lan dengran t.tndak pi dana

' 14emanggi i orang untuk .irciengar keterangrannya dan diperiksase):agai tersangka al-ar: saksi;

. Men,=tirenliran oenyi i ik an;

. Melakukan trndakan 1a-i-n yang perlu untuk keiancaran penyidikantindak pidana di i:i-dang Retr:1busi Daerah menurut huku; yangdapat dipertanggling j awabkan;

bahan bukt.i dari orang pribadi" atau
tindak pidana dibicianq Retribusi

buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
dengan tindak pidana clibidang Retribusi Daerah;
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(3)

BAB  XIV

KETEドTUAN PENり TI」P

'■

sa1  23

Hal― hal  yang belum cukup di_attir dalam Peraturan
mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebi_h lanlut

Penyidikan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Pasal   ini
membeFitahukan   dimulai   penyidikan  dan   menyampaikan   hasil

i]l:::i吾
:I:XauI::i:呈ul::‖ 3t‖:m:ru:′ Tli:Ha19:in::lt瞥::eliI:R AFil:

Daerah ini sepanjang
oleh Kepala Daerah.
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Diundangkan dalam Lembara
Kabupaten Daerah Tingkat
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PEN」 ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATE〕 T DAERAH TINGKAT II KUTAI

IOMOR  9 TAHUN 1998

TEITANG

RETRIBUsI PARKIR DI TEPI 」ALAN UMuM

I.  PENJEIIASAN UMuM.

Bahwa dengan terah ditetapkannya {rndangr-undang Nomor 1g
?ahun 1997 tentanq Palat< Daerah rlan Retribusi Daerah Jo. peraturan

, pemer int ah llcmor ?X Tahun i.gg7 i:ent ang Retribusi Daerah,
sebagaimana di isyaratkan pasar 2 ayat (z) huruf tent-ang Retribusi
Parki'r' di Te5r1 Ja-iatr Li::iu,rr, tii-pan,Jang periu ,liatur dengan per:at_urarr
Daerah.

Adapun makstid clan tu3uan ditetapkannya peraturan Daerah ini
adalah caiani rangka Penertiban, Penglawasan dan pengendaiian
t-erhadap pelayanan par:i<ir r:.ij- tepi -ii-ii;ln Umum.

Landasan Hukumnya perundang-undangan nomor 13 tahun r.980,
Peraturan Pemei:intair N:rnrtir- 2a Tahun LggT dan l{eputusan Menteri
Pctrhul:u'lg.1ii .t\ion:r i(i,l '-.:i: I'rl:tin 1-o93 ie:ian? '4c;i I j.1-:rc i11yi1 i.r r:ntuk
Ui-n,ln.

r-la'l-arn ;:angll,r I-::'Iiiii l- iban,, Penr.t.r.rasan dan peitgenda.l..t.an 
,.,:e j:t_a

Peni riqkat-arr Penoapatan Asl i Daeraii ( FAn ) , pe::1i: n,enetapkan
Retribr-trii F'arJr;-r c,i i.+:,1::. 'jaian umlrm yang clratur denoan peraturan
Daerah.

II` PEN」 ELAF:AN PASAL DE卜 II PASiil,.

Pasal  i 3aΠ IPai derlgan Pasa1  5   : cllkllp 」elas.

PaSa1  6 sanl「 とi deng/■ rl Pasa1 14   i cukuP Ic:las.

PaSa1 15 sampai dengan Pasa1 24   : cukup 
」elas.
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